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PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi internal yang dilakukan secara

mandiri oleh masing-masing instansi, dan hasil evaluasi
eksternal yang dilakukan oleh tim Quality Assurance,
perlu diselaraskan metodologi penilaiannya, agar
memperoleh hasil yang valid dan akurat;

. bahwa evaluasi Reformasi Birokrasi instansi pemerintah

saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu disesuaikan;

. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tetang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu mengganti
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/19/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
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Mengingat

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Biorkrasi tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010



